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BAB  I 

INFORMASI UMUM 

 

A. KEPENGURUSAN 

Susunan pengurus dan pengawas PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per tanggal 31 Desember 
2025 adalah: 

 
1. H. ANWAR WAHYUDI, SE, MM (Komisaris Utama) 
 

Lahir di Sragen 30 Desember 1974, menyelesaikan pendidikan Magister Management dari 
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2001. Menjabat sebagai Komisaris 
Utama PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2014. 

 
2. Prof. Dr. H. AMIR MUALLIM, MA (Komisaris) 
 

Lahir di Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 5 Oktober 1954. Beliau merupakan Guru Besar 
Ilmu Fiqh di Universitas Islam Indonesia. Saat ini aktif sebagai Dosen Program Magister 
Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2007. 

 
3. H. AHMAD KHUDHORI, Lc. (Ketua Dewan Pengawas Syariah) 
 

Lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 1975. Saat ini beliau merupakan pengasuh SMP 
IT Abu Bakar dan beberapa pondok pesantren lainnya. Menjabat sebagai Anggota Dewan 
Pengawas Syariah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2007. 

 
4. SABDO NUGROHO, SP (Direktur Utama) 
 

Lahir di Tanjungkarang tanggal 4 Juni 1980. Menyelesaikan pendidikan Jurusan 
Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004. Menjabat sebagai 
Direksi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2014. 

 
5. Hj. SRI ENDAH WIDAYATI, AMd. (Direktur) 
 

Lahir di Magelang tanggal 21 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan Ahli Madya pada 
Universitas Gajah Mada pada tahun 1988. Memulai karir perbankan sejak tahun 1988 
dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Magelang pada bulan Mei 2021 
sebelum bergabung dengan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada bulan Juni 2021 
sampai dengan saat ini. Menjabat sebagai Direksi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
sejak bulan September 2022. 
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B. KEPEMILIKAN 

Susunan Pemegang Saham PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per tanggal 31 Desember 2025 
adalah 

                 (dalam ribuan) 

No Atas Nama 
Komposisi Awal 2025 Komposisi Akhir 2025 
Nominal % Nominal % 

1 
H. Ari Tri Priyono, ST 9.723.000 81,91% 10.723.000 78,73% 

2 
H. Anwar Wahyudi, SE, MM 1.261.500 10,63% 1.611.500 11,83% 

3 
Prof. Dr.H.Amir Muallim,MA 786.000 6,92% 1.036.000 7,61% 

4 
Tedy Jiwantara Sitepu 99.500 0,84%       99.500 0.73% 

5 
Sabdo Nugroho, SP 0 0     100.000 0,73% 

6 
Hj. Sri Endah Widayati, A.Md 0 0         50.000 0,37% 

TOTAL 11.870.000 100,00% 13.620.000 100% 

Sesuai Akta Notaris Nomor  18  Tanggal  30 Juli 2025 

 

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera (Perseroan) 

didirikan di Yogyakarta dengan akta notaris Wahyu Wiryono, SH nomor 24 tanggal 7 Februari 

2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan nomor: W22-00151 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 September 2007, 

serta telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan 

nomor; 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Pada tanggal 15 Agustus 2008 

dilakukan perubahan terhadap akta pendirian dengan akta notaris nomor 74 notaris Wahyu 

Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini 

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan Nomor: AHU-87537.AH.01.02 tanggal 19 November 2008. Pada tanggal 01 Maret 

2011 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 04 

Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroaan. Perubahan 

anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-21283. Pada tanggal 02 Februari 

2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 07 

Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroaan. Perubahan 

anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukun dan HAM Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-08189. Pada tanggal 08 Maret 2012 

dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 57 Notaris 

Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroaan. Perubahan anggaran 

dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-23281. 

Pada tahun 2013 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada 

tanggal 07 Januari 2013 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 04 Notaris Wahyu 

Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-07461 tertanggal 04 Maret 2013. Pada 
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tanggal 29 Oktober 2013 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor 

perseroan dengan akta notaris No. 41 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 

AHU-AH.01.10-13255 tertanggal 27 Maret 2014. 

Selama tahun 2014 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada 

tanggal 11 Maret 2014 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 11 Notaris Wahyu 

Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01563.40.22.2014 tertanggal 10 April 2014. Pada 

tanggal 12 Juni 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor 

perseroan dengan akta notaris No. 16 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 

AHU-00014.40.28.2014 tertanggal 12 Juni 2014. Pada tanggal 11 September 2014 terjadi 

perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan Akta Notaris No. 

05 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06057.40.21.2014 tertanggal 11 

September 2014. Pada tanggal 02 Desember 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan 

penambahan modal disetor perseroan dengan Akta Notaris No. 03 Notaris Wahyu Wiryono, 

SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusan No. AHU-09141.40.21.2014 tertanggal 02 Desember 2014. 

Pada tahun 2016 terjadi perubahan akta tentang batas akhir pelaksanaan RUPS Tahunan dan 

penyampaian Laporan Tahunan dan Pengunduran diri Direktur PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera yang tertuang dalam Akta Notaris No. 01 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. AHU-AH.01.03-0045487 dan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0045488 

Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar. 

Pada tahun 2017 terjadi perubahan terhadap akta perubahan modal dasar perusahaan dengan 

Akta Notaris No. 08 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034702 

tertanggal 26 Januari 2017  dan perubahan peralihan saham akta Notaris No. 08 Notaris 

Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034704 tertanggal 26 Januari 2017.  

Pada tahun 2018 terjadi proses jual beli seluruh saham Bp. Ahmad Sumiyanto dan Bp. Arief 

Budiono yang saham tersebut dijual kepada Bp. H. Ari Tri Priyono, Bp. H. Anwar Wahyudi dan 

Bp. H. Amir Mu’allim dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 06 Tanggal 09 Juli 

2018 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0221140 tentang 

Perubahan Peralihan Saham dan Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221139 tentang Perubahan Peningkatan 

Modal Ditempatkan/Disetor. 

Pada tahun 2020 telah ditambahkan dana setoran modal dari para pemegang saham dengan 

total sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bp. H. Ari Tri Priyono 

sahamnya bertambah sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bp. H. 

Anwar Wahyudi sahamnya bertambah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Bp. 
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H. Amir Mu’allim sahamnya bertambah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera namun belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan karena masih 

terdapat kekurangan administrasi yang belum dipenuhi oleh Bank.  

 Pada tahun 2021, dana setoran modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang 

pada tahun 2020 belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disetujui pada tanggal 23 

April 2021 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 01 Tanggal 16 September 

2021 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0449102 tentang 

Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor.  

Pada tanggal 30 September 2021 pemegang saham melakukan penambahan modal disetor 

kembali sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 Miliar rupiah) yang juga telah disetujui oleh Otoritas Jasa 

Keuangan pada tanggal 29 November 2021 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris 

No. 08 Tanggal 29 November 2021 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 

AHU-AH.01.03-0221140 tentang Perubahan Peralihan Saham dan Surat Keputusan dari 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-

0221139 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor. Kemudian pada tanggal 

31 Desember 2021, pemegang saham kembali melakukan setoran modal sebesar Rp. 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah), namun masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa 

Keuangan karena masih terdapat kekurangan administrasi yang belum dipenuhi oleh Bank. 

Pada tahun 2022, dana setoran modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang 

pada tahun 2021 belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disetujui pada tanggal 31 

Januari 2022 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 06 Tanggal 18 Februari 

2022 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri  Hukum 

dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0111676 tentang 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Madina Mandiri Sejahtera.  

Kemudian pada tanggal 14 November 2022, Bank menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa 

Keuangan melalui surat Nomor 529/E.DIR/BPRS-MMS/XI/2022 untuk memperkuat rasio 

permodalan (CAR) dengan cara melakukan tambahan setoran modal yang rencananya 

disetorkan pada tanggal 25 November 2022, 09 Desember 2022, tanggal 30 Desember 2022 

dan 30 Maret 2023 dengan total setoran sebesar Rp. 2 Milyard, namun para pemegang saham 

akhirnya merealisasikan setoran modal dengan total nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu 

miliar rupiah) pada tanggal 25 November 2022, 09 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 

2022 dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-235/KO.031/2023 

pada tanggal 24 Februari 2023. 

Selama tahun 2023 terjadi peristiwa yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Luar Biasa yaitu: Persetujuan oleh OJK adanya penambahan modal disetor oleh para 

Pemegang Saham dengan total  sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui surat 

nomor S-235/KO.031/2023 pada tanggal 24 Februari 2023 dimana ketetapannya tertuang 

dalam Akta Notaris No. 2 Tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah 

mendapat persetujuan dari Menteri  Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat 
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Keputusan No. AHU-AH.01.03.0033793 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 

Anggaran Dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera. 

Selama tahun 2024 telah ditambahkan dana setoran modal oleh pemegang saham dengan total 

sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bapak Amir 

Mu’allim sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 6 September 2024, 

Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 13 

September 2024 dimana ketetapannya telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 2 Tanggal 27 

September 2024 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri  Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-

0196554 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank 

Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan setoran saham Bapak Ari Tri 

Priyono sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disetorkan pada tanggal 26 

November 2024 dimana ketetapannya telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 2 Tanggal 28 

November 2024 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri  Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0215600. 

Selama tahun 2025 telah terjadi beberapa kali perubahan saham yaitu: 

a. Pada bulan Mei 2025 telah terjadi penambahan saham dengan total sebesar Rp. 250 juta 

yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan Bapak Amir Mu’allim sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dimana 

ketetapannya telah tertuang dalam Akta nomor 2 tanggal 26 Mei 2025 oleh Notaris Wahyu 

Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0143751. 

b. Pada bulan Juni 2025 telah terjadi penambahan saham kembali dengan total sebesar Rp. 500 

juta yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 

dan Bapak Amir Mu’allim sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 

terdapat penambahan pemegang saham baru yaitu Bapak Sabdo Nugroho dengan setoran 

saham sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Ibu Sri Endah Widayati dengan 

setoran saham sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana ketetapannya telah 

tertuang dalam Akta nomor 6 tanggal 25 Juni 2025 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan 

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. AHU-AH.01.03-0167378. 

c. Pada bulan Juli 2025 kembali terjadi penambahan saham oleh Pemegang Saham Pengendali 

yaitu Bapak Ari Tri Priyono dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah) 

dimana ketetapannya telah tertuang dalam Akta nomor 18 tanggal 30 Juli 2025 oleh Notaris 

Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0201462. 

Secara umum kinerja keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera (yang selanjutnya dalam 

laporan ini disebut “BANK”) di awal tahun telah mencapai beberapa target yang ditetapkan 

dalam rencana bisnis bank untuk tahun 2025, namun dikarenakan terdapat koreksi Laporan 

Keuangan atas hasil pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan 

pada tahun 2025 sehingga kondisi Laporan Keuangan yaitu pada pos Neraca dan Laba Rugi 

Perusahaan mengalami pemburukan. Total Aset Perusahaan di akhir tahun 2025 sebesar Rp. 

203.734.424.059 dan perusahaan mengalami rugi sebesar minus Rp. 38.383.373.426.  
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C. PERKEMBANGAN USAHA 

1. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 

        (dalam ribuan rupiah, kecuali jumlah lembar saham) 
No Data Keuangan 2025 2024 

a Pendapatan Penyaluran Dana 25.594.538 31.743.665 

b Laba (Rugi) Sebelum Pajak & Zakat (38.383.373) 6.984.735 

c Laba (Rugi) Setelah Pajak & Zakat (38.383.373) 5.557.118 

d Aktiva Produktif 214.747.263 247.562.883 

e 

 

Sumber Dana 198.721.533 211.827.777 

1. Tabungan Wadiah 6.052.804 18.101.784 

2.Tabungan Mudharabah 15.522.462 8.045.120 

3. Deposito Mudharabah 134.779.285 113.625.585 

4. Antar Bank Pasiva 42.366.982 72.055.288 

f Pembiayaan 186.233.751 199.847.631 

1. Murobahah 49.556.743 51.992.600 

2. Mudharabah 2.113.666 2.151.277 

3. Musyarakah 78.157.318 88.674.812 

4. Ijarah 0 0 

5. Transaksi Multijasa 56.406.024 57.021.635 

6. Qardh 0 7.307 

g Modal Sendiri 13.620.000 11.870.000 

 1.Modal Disetor 13.620.000 11.870.000 

 2.Dana Setoran Modal 0 0 

h Jumlah Lembar Saham Ditempatkan 60.000 40.000 

i  Jumlah Lembar Saham Disetor 27.240 23.740 

 
2. RASIO KEUANGAN 

 
No Rasio Penjelasan 2025 2024 

1 CAR Modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) -13,67% 14,45% 

2 NPF Pembiayaan Bermasalah terhadap total pembiayaan 18,41% 5,98% 
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3 BOPO Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 470,45% 77,83% 

4 ROA Laba (Rugi) setelah Pajak terhadap Total Asset -18,84% 2,70% 

5 FDR Penyaluran Dana dibandingkan dengan Penghimpunan 

Dana 
93,72% 142,98% 

6 CR Cash Ratio: perbandingan antara Cash Likuid (1 bulan) 

dengan Kewajiban yang akan jatuh tempo 1 bulan ke depan 
5,01% 14,62% 

 
3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN DIBANDINGKAN RENCANA 

 
         (dalam ribuan rupiah, kecuali jumlah lembar saham) 

No Data Keuangan Kinerja 2025 Rencana 2025 Kinerja (%) 

a Asset 203.734.424 260.795.182 78,12 

b Pendapatan Penyaluran 25.594.538 35.248.430 72,61 

  c Laba (Rugi) Sebelum Pajak & Zakat (38.383.373) 6.568.162 (584) 

d Laba (Rugi) Setelah Pajak & Zakat (38.383.373) 6.568.162 (584) 

E 

 

Sumber Dana 198.721.533 218.988.106 90,75 

1. Tabungan Wadiah 6.052.804 72.111.601 8,39 

2.Tabungan Mudharabah 15.522.462 6.797.410 228,36 

3. Deposito Mudharabah 134.779.285 106.286.916 126,81 

4. Antar Bank Pasiva 42.366.982 33.792.179 125,38 

f Pembiayaan 186.233.751 209.814.208 88,76 

1. Murobahah 49.556.743 42.491.188 116,63 

2. Mudharabah 2.113.666 2.306.860 91,63 

3. Musyarakah 78.157.318 101.137.976 77,278 

4. Ijarah 0 0 0 

5. Transaksi Multijasa 56.406.024 63.878.184 88,30 

6. Qardh 0 0 0 

g Modal Sendiri    

 1.Modal Disetor 13.620.000 10.870.000 125,30 

 2.Dana Setoran Modal 0 1.000.000 0 

h Jumlah Lembar Saham Ditempatkan 60.000 40.000 150 

i Jumlah Lembar Saham Disetor 27.240 21.740 125,30 
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D. STRATEGI & KEBIJAKAN MANAJEMEN 

Manajemen menerapkan strategi kebijakan manajemen risiko untuk proses identifikasi, 

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko 

dalam melaksanakan kegiatan operasional, penghimpunan dana, dan penyaluran dana di PT. 

BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 

1. Analisis Posisi BPRS dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi  
 

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai 
panduan kerja bagi perusahaan untuk mencapai target pertumbuhan yang optimal dan 
tingkat kesehatan yang baik. Selain aspek internal perusahaan, aspek eksternal juga menjadi 
perhatian kami karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. 
Secara umum laporan kinerja keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera di awal tahun 
2025 mengalami pertumbuhan yang baik, namun dalam perjalanannya dikarenakan setelah 
adanya pemeriksaan umum dan khusus Otoritas Jasa Keuangan, terdapat koreksi terhadap 
laporan keuangan baik di semester 1 maupun di semester 2 tahun 2025 sehingga 
mengakibatkan kondisi laporan keuangan mengalami pemburukan di beberapa pos buku 
besarnya. Monitoring terhadap pembiayaan bermasalah serta pemenuhan terhadap 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sebenarnya juga sudah 
dilakukan oleh Bank, namun penanganan pembiayaan bermasalah yang masuk dalam 
kategori pembiayaan kelompok harus dilakukan koreksi sehingga mengakibatkan terjadinya 
penurunan terhadap hasil kinerja keuangan dalam beberapa pos laporan keuangan Bank. 

 
2. Arah Kebijakan BPRS 

 
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah salah satu lembaga perbankan yang berada di 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dikelola 
dengan prinsip prundential banking. Dalam setiap kegiatan usahanya, PT BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera berusaha untuk berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. 

 
Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi ekonomi 
dan fungsi sosial. Secara sosial, bank berperan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan 
dalam masyarakat. Aktivitas lain yang melekat pada operasional bank syariah adalah adanya 
kegiatan penghimpunan Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) untuk disalurkan kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Secara ekonomi, bank berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat. Untuk itu, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera ingin dapat 
memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang menunjang terwujudnya pemerataan 
kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini PT BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera telah ditunjuk sebagai Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
sesuai Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 44 Tahun 2018 yang telah 
ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2018 sehingga Bank dalam hal ini berfungsi sebagai Unit 
Penyalur Zakat, Infaq, Shadaqah. Penunjukkan Bank sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
tersebut secara administrasinya telah diperbarui  dengan Surat Keputusan Nomor 65 Tahun 
2023 tentang Penetapan Penasehat dan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat 
Nasional Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera 
untuk periode tahun 2023-2028. 

 
Kondisi Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) saat ini masih berupaya untuk 
bangkit dari keterpurukan dari situasi ekonomi global yang sedang carut marut karena adanya 
ketegangan geopolitik dunia yang turut menimbulkan imbas terhadap para nasabah PT BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera terutama pada pembiayaan yang masuk dalam kategori kelompok 



9 Laporan Tahunan Periode 2025 | PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  

 

sehingga pada akhirnya bank juga mengalami tekanan dari sisi rentabilitas dan likuiditas yang 
sangat besar. Berdasarkan hal tersebut ditambah dengan adanya koreksi terhadap kinerja 
keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dipantau oleh otoritas melalui pemeriksaan  
baik umum dan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan, BPRS akhirnya mengalami pemburukan 
atas hasil kinerja keuangannya sampai dengan akhir tahun 2025. Meskipun demikian BPRS 
tetap melakukan upaya perbaikan agar terjadi perbaikan dari sisi kinerja keuangannya agar 
kerugian yang terjadi tidak semakin memburuk.  

 
Meskipun dalam situasi yang cukup sulit, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terus bergerak 
dan berusaha untuk menunjukkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 
dan keberlanjutan finansial masyarakat, serta merangsang aktivitas ekonomi melalui 
penyaluran pembiayaan yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan 
yang baru direalisasikan. Penerapan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan 
internal maupun dari regulator diupayakan untuk terus dilakukan agar apa yang diupayakan 
dapat meminimalisir risiko kejatuhan lebih dalam. 

 
 

3. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPRS 
 

MANAJEMEN RISIKO BANK 

a. RISIKO PEMBIAYAAN 
Guna mengatasi Risiko Pembiayaan yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 
obligor (debitur) dalam memenuhi kewajibannya, Bank berusaha untuk melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memproses permohonan pembiayaan sesuai dengan SOP Bank dan prosedur 
pembiayaan berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia/ 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk didalamnya dengan tetap 
mengutamakan azas prudential banking dan Know Your Customer Principle. 

2. Melakukan monitoring atas penggunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan 
akadnya. 

3. Evaluasi secara berkelanjutan dan secepatnya melakukan pencegahan atas resiko 
pemburukan kualitas pembiayaan.  

4. Selektif dalam memilih nasabah, menghindari dari sifat subyektif & monitoring 
kepatuhan nasabah. 

5. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan, penghapusan pinjaman dan 
recoverynya. 

6. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa direksi telah melakukan 
mitigasi risiko-risiko tersebut. 

7. Melakukan penyelesaian nasabah bermasalah dengan cara yang sesuai dengan analisa 
profil nasabah sesuai kondisi nasabah. 

 
b. RISIKO PASAR 

Dalam rangka mitigasi risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi karena adanya pergerakan 
akibat dinamika pasar (adverse movement) dari portfolio yang dimiliki oleh Bank, yang 
dapat merugikan Bank, maka Bank akan melakukan upaya:  

1. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan selektif dalam memilih sektor usaha dan 
pangsa pasar untuk meminimalisir risiko pasar bagi Bank. 

2. Secara kontinyu dilakukan evaluasi berkaitan dengan sasaran atau target pasar. 
3. Penentuan target pasar disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada dan kemampuan 

masing-masing karyawan Pemasaran. Selanjutnya menentukan lokasi, volume target dan 
strategi pemasarannya. 

4. Penetapan limit & prosedur review yang tepat untuk limit transaksi & portofolio 
investasi serta kewajiban bank yang sensitif terhadap harga pasar sudah memadai. 
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c. RISIKO LIKUIDITAS 

Guna mengantisipasi risiko likuiditas yaitu risiko yang terjadi akibat Bank tidak mampu 
memenuhi kewajiban likuiditas yang telah jatuh waktu, maka Bank akan melakukan upaya: 

 
1. Melakukan perencanaan yang matang atas arus kas (cash flow) atau arus dana (fund 

flow) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk 
mencermati tingkat fluktuasi dana (volatility of fund). 

2. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas 
3. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, 

termasuk fasilitas lender of last resort. 
4. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) 

dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. 
5. Mengindentifikasi semua sumber risiko yang timbul yang bisa menyebabkan & 

berhubungan dengan risiko likuiditas. 
 
d. RISIKO OPERASIONAL 

Dalam rangka mengantisipasi Risiko Operasional yaitu risiko yang disebabkan adanya 
ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 
sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Upaya yang 
akan dilakukan Bank antara lain: 

 
1. Bank menetapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang 

berdasarkan prinsip kehati-hatian. 
2. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik / pengurus bank 

untuk memperoleh fasilitas dari bank. 
3. Pemimpin senantiasa melakukan tindaklanjut secara efektif terhadap semua hasil 

pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
4. Seluruh barang inventaris dan gedung kantor telah diasuransikan. 
5. Saldo uang kas / tunai baik di brankas dan counter telah diasuransikan.  
6. Proses sehari-hari operasional tetap mengacu kepada Undang-undang Perbankan dan 

Peraturan Bank Indonesia/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta sistem 
dan prosedur internal. 

7. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang 
melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. 

8. Secara berkala melakukan identifikasi & memahami proses bisnis berdasarkan 
pemetaan operasional utama dari bisnis. 

 
e. RISIKO HUKUM 

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain adanya 
tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 
kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan 
agunan yang tidak sempurna. Untuk mengantisipasi risiko hukum, Bank akan melakukan 
upaya: 

 
1. Perjanjian Kerja dengan seluruh karyawan dibuat dan dilaporkan ke Departemen 

Tenaga Kerja setempat. 
2. Pemenuhan syarat pembukaan rekening penempatan dana dan penghimpunan dana 

dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang APU/TPPU. 
3. Pemenuhan syarat pembiayaan mendapat perhatian khusus sebagai upaya untuk 

menghindari risiko hukum termasuk didalamnya pengikatan agunan pembiayaan 
dengan mengutamakan azas prudential banking. 

4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengutamakan pendekatan persuasif 
(musyawarah). Jika tidak terdapat titik temu, lanjutkan ke Pengadilan Agama, dengan 
tetap mengacu kepada perundangan yang berlaku. 
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5. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang 
berlaku serta melakukan regulati update terkait dengan kegiatan usaha bank baik yang 
diterbitkan BI, OJK, DSN MUI, maupun puhak otoritas lainnya. 

6. Secara teratur memeriksa keabsahan kontrak/perjanjian kelembagaan dengan pihak 
lain. 

 
f. RISIKO REPUTASI 

Dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi 
negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank, 
maka Bank akan melakukan mitigasi: 
 
1. Berhati-hati dalam mengelola Bank guna menjaga tingkat kesehatan Bank. 
2. Berusaha tetap menjaga sikap terpuji oleh seluruh karyawan Bank dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya dilingkungan masyarakat. 
3. Melayani nasabah dengan penuh tanggungjawab dan sikap yang profesional. 
4. Senantiasa mengikuti aktifitas sosial di masyarakat. 
5. Aktif dalam organisasi / asosiasi Lembaga Keuangan Syariah. 
6. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan dan menyelesaikan sengketa kepada 

nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi 
perbankan yang sesuai dengan ketentuan OJK tentang perlindungan konsumen dan 
masyarakat pada sektor jasa keuangan. 

 
4. TATA KELOLA BPRS 

 
   Kebijakan Tata Kelola 

 
1. Direksi, Dewan Komisaris dan DPS memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib 
2. Dewan Komisaris dan DPS melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana 

bisnis BPRS 
3. Bank menerapkan prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan 

kewajaran. 
4. Meningkatkan kinerja Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian-dengan berpedoman 

kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan perundang-undangan 
yang berlaku. 

5. Peningkatan pelayanan demi menjaga kepentingan nasabah dan stakeholder agar 
mampu mengelola sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien. 
 

5. KEBIJAKAN MANAJEMEN 

 
Kebijakan Manajemen PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengacu pada Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP) dan Surat Edaran Direksi. Seluruh kebijakan yang ada 
mengacu pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan 
Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat 
Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan maupun Undang-undang lainnya yang terkait 
dengan operasional BPRS. 

 
Secara Umum, kebijakan internal yang digunakan sebagai acuan operasional PT BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera sampai dengan akhir tahun 2025 adalah: 

 
1. Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi: 

a. SOP Tabungan 
b. SOP Deposito 
c. SOP Pembiayaan 
d. SOP SDM (Sumber Daya Manusia) 
e. SOP APU PPT dan PPSPM  



12 Laporan Tahunan Periode 2025 | PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  

 

f. SOP Restrukturisasi Pembiayaan 
g. SOP Pembiayaan Internal 
h. SOP Tabungan Arisan 
i. SOP Informasi Teknologi (IT) 
j. SOP Pedoman Kebijakan Pembiayaan 
k. SOP Tabungan SimPel 
l. SOP Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah 
m. SOP Pembiayaan Pensiun 
n. SOP Tabungan Ukhuwah 
o. SOP Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan 
p. SOP Kebijakan Manajemen Risiko 
q. SOP Deposit Channeling Komunal 
r. SOP Perhitungan dan Pembayaran Gaji Karyawan 
s. SOP Kebijakan dan Prosedur Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas 

Baru 
t. SOP Penerbitan Produk 
u. SOP Kebijakan dan Prosedur Integritas Pelaporan Keuangan 
v. SOP Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud 
w. SOP Kebijakan dan Tata Cara Pembagian Laba dan Deviden 
x. SOP Kebijakan Remunerasi Pengurus PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

 
2. Surat Edaran Direksi (SE DIR), meliputi: 

a. SE Direksi tentang Struktur Organisasi & Job Description 
b. SE Direksi tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) 
c. SE Direksi tentang Prosedur Pengamanan Kantor 
d. SE Direksi tentang Standar Pelayanan 
e. SE Direksi tentang Komite Pembiayaan 
f. SE Direksi tentang Ketentuan Umum Penerimaan & Pengeluaran Kas 
g. SE Direksi tentang Hapus Buku & Hapus Tagih Pembiayaan 
h. SE Direksi tentang Bonus Funding & Lending 
i. SE Direksi tentang Prosedur Penggunaan Kendaraan Operasional 
j. SE Direksi tentang Prosedur Magang Kerja & Penelitian di lingkungan PT BPRS 

Madina Mandiri Sejahtera 
k. SE Direksi tentang Pejabat Pengganti 
l. SE Direksi tentang Operational Kantor Kas 
m. SE Direksi tentang Biaya Perjalanan Dinas 
n. SE Direksi tentang Tabungan Meriah 
o. SE Direksi tentang Pencapaian Target Tabungan Meriah 
p. SE Direksi tentang Komite Pembiayaan dan BWPP 
q. SE Direksi tentang Limit Survey Pembiayaan 
r. SE Direksi tentang Ketentuan Benturan Kepentingan 
s. SE Direksi tentang Rumus Perhitungan Lembur Security 
t. SE Direksi tentang Rekening Dormant (Rekening Pasif) 
u. SE Direksi tentang Pembiayaan LPK 
v. SE Direksi tentang Ketentuan Klaim bensin karyawan 
w. SE Direksi tentang Ketentuan Konversi Akad Murabah ke Akad Musyarakah 

Mutanaqishah 
x. SE Direksi tentang Perubahan Nisbah 
y. SE Direksi tentang Kebijakan Pembiayaan Internal 
z. SE Direksi tentang Uang Muka Biaya 
aa. SE Direksi tentang Biaya Dibayar Dimuka 
bb. SE Direksi tentang Pemantauan Penempatan pada Bank lain 
cc. SE Direksi tentang Proses Laporan Bulanan BPRS 
dd. SE Direksi tentang Penggunaan Mobile Colector CBS IBA 
ee. SE Direksi tentang Jam Kerja Karyawan 
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ff. SE Direksi tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud 
gg. SE Direksi tentang Ketentuan User ID 
hh. SE Direksi tentang Ketentuan Pemberian Nisbah Special Deposito 
ii. SE Direksi tentang Ketentuan Pemberian Nisbah Special Tabungan 
jj. SE Direksi tentang Penghapusan Produk  Deposito Madina Sejahtera 
kk. SE Direksi tentang Ketentuan dan Prosedur Perlindungan Konsumen dan Masyarakat 
ll.   SE Direksi tentang Kebijakan Anti Virus dan Patch 
mm. SE Direksi tentang Perubahan Tunjangan Masa Kerja, Konsumsi  & Transportasi 
nn. SE Direksi tentang Grade Gaji 
oo. SE Direksi tentang Pelaksanaan Stress Test Likuiditas dan Permodalan 
pp. SE Direksi tentang Ketentuan Umroh 
qq. SE Direksi tentang Ketentuan Penanggung Jawab Pengelolaan Surat Berharga 
rr. SE Direksi tentang Ketentuan Pelaporan dan Permintaan IDEB melalui SLIK 
ss. SE Direksi tentang Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Pejabat Eksekutif 
tt. SE Direksi tentang Tunjangan Biaya Kesehatan Karyawan 

 
Direksi menyadari bahwa sampai dengan akhir tahun 2025, masih banyak terdapat 

kelemahan atas pelaksanaan SOP dan kebijakan lainnya di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

sehingga kedepan Direksi akan mengevaluasi ulang SOP dan kebijakan yang ada di tahun 2025 

agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan mengacu pada ketentuan otoritas yang berlaku. 

Fokus bisnis PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2025 sebnarnya masih dalam 

rangka penyehatan kualitas aktiva dan salah satu upayanya adalah dengan mendorong 

pertumbuhan pembiayaan yang sehat dengan sumber pembayaran yang lebih pasti sebagai 

upaya pengendalian resiko pembiayaan agar tetap sehat dan menguntungkan. Namun 

demikian tidak dipungkiri bahwa kondisi BPRS setelah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan mengalami penurunan kinerja sehingga berpengaruh terhadap bisnis yang 

dijalankan oleh BPRS menjadi kurang optimal. 

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sampai dengan akhir tahun 2025 telah menyalurkan dana 

dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 186,23 Miliar, dari rencana bisnis tahun 2025 sebesar 

Rp. 174 Miliar. Kinerja pencapaian di tahun 2025 sebesar 88,76%. Jika dibandingkan tahun 

2024, kinerja PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengalami penurunan sebesar 21,88%, 

dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 13,6 Miliar. 

Pembiayaan yang disalurkan oleh PT BPRS Madina mandiri Sejahtera di tahun 2025 masih 

fokus di pembiayaan akomodasi dan pelatihan kerja calon-calon tenaga kerja yang akan 

berangkat kerja di luar negeri, diantaranya Jepang, Korea, Serbia, dll, dengan skema akad ijarah 

multijasa. Calon tenaga kerja harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki 

kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar di Jepang. Setelah proses 

seleksi selesai, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan yang diperlukan 

untuk pembayaran biaya pelatihan di LPK dan akomodasi pemberangkatan ke Jepang.  

Dengan strategi penyaluran pembiayaan yang berfokus pada sektor tenaga kerja ini, PT. BPRS 

Madina Mandiri Sejahtera berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia Indonesia dan membantu meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik 

kepada para generasi muda untuk yang berangkat bekerja dan keluarga yang ditinggalkan di 

tanah air. 
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E. LAPORAN MANAJEMEN  

 

1. STRUKTUR ORGANISASI 
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2. AKTIVITAS UTAMA 

Aktivitas utama PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah menghimpun dana masyarakat 
melalui produk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat untuk 
pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif tanpa melanggar kaidah-kaidah syar’i. 

 
3. TEKNOLOGI INFORMASI 

Pada tahun 2025 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera bekerjasama dengan vendor PT 
Mitrasoft Global Perdana untuk beberapa produk yaitu: 
a. Core Banking Sistem Islamic Banking Application (IBA).  
b. Penyedia dan pengelola aplikasi pembayaran secara online (Payment Point Online 

Bank). Kerjasama tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)  tahun dan otomatis 
diperbarui ketika Bank masih melakukan kerjasama. 

c. Kerjasama dalam hal pengembangan aplikasi Gateway Virtual Account untuk 
bekerjasama dengan Bank Permata dan Bank Muamalat 

 
Untuk presensi karyawan, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera masih menggunakan system 
absensi sidik jari dari Finger Print, sehingga jumlah jam kerja dan kedisiplinan karyawan 
dapat di update setiap saat. 

 
4. PRODUK & JASA 

1. Tabungan Mudharabah 
 
Adalah tabungan yang sangat fleksibel. Nasabah dapat menyetor dan menarik 

tabungannya setiap saat sesuai kebutuhan. Menggunakan prinsip mudharabah dengan 
nisbah bagi hasil sebesar 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank.  

 

2. Tabungan Pendidikan iB Madina 
 

Adalah tabungan yang diperuntukkan untuk rencana pendidikan. Nasabah 

dapat menabung setiap saat, namun pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat-

saat yang telah disepakati, misalnya: pada akhir semester, awal tahun ajaran baru, dsb.  

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil 

sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank. 

 

3. Tabungan Qurban iB Madina 
 

Adalah tabungan yang dirancang khusus untuk persiapan menghadapi hari 

raya qurban. Nasabah dapat menyetor dananya sewaktu-waktu atau setiap bulan 

sekali. Pengambilan hanya dapat dilakukan paling cepat 1 pekan sebelum Hari Raya 

Idul Adha.  

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil 

sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank. 

 

4. Tabungan Haji& Umroh iB Madina 
 

Adalah tabungan yang direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji/umroh. 

Nasabah dapat menyetor dananya setiap saat. Untuk pengambilan, Bank memberikan 

keleluasaan kepada nasabah untuk dapat mengambil sebagian tabungan hajinya sekali 

setiap tahun dengan maksimal penarikan 50% dari saldo tabungannya.  
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Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 

29,25% untuk nasabah dan 70,75% untuk bank. 

 

5. Tabungan Hari Raya iB Madina 
 

Adalah tabungan yang dirancang khusus untuk persiapan menghadapi hari 

raya Idul Fitri. Nasabah dapat menyetor dananya sewaktu-waktu. Pengambilan hanya 

dapat dilakukan paling cepat 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.  

 

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil 

sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank. 

 

6. Tabungan Walimah iB Madina 
 

Adalah tabungan yang direncanakan untuk pernikahan (walimah). Nasabah 

dapat menyetor dananya setiap saat, namun pengambilan hanya dapat dilakukan 1 

(satu) kali pada saat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus penutupan rekening 

tabungan.  

 

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 

17,87% untuk nasabah dan 82,13% untuk bank. 

 

7. Tabungan Arisan iB Madina 
 

Adalah tabungan yang terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok A dengan 

setoran Rp. 200.000 per bulan selama 24 bulan dengan kuota peserta 100 NoA, dan 

kelompok B dengan setoran Rp. 100.000 per bulan selama 36 bulan dengan kuota 

peserta 100 NoA. Setiap bulan dilakukan pengundian tabungan Arisan untuk mengundi 

satu orang nasabah yang mendapat hadiah logam mulia sebesar 0,2 gram untuk setiap 

kelompok. Bagi nasabah yang namanya muncul sebagai pemenang hadiah, maka wajib 

menutup rekening tabungan arisannya dan memperoleh hadiah berupa logam mulia 

emas sebesar 0,2 gram dan saldo tabungan arisan yang telah mengendap. Setiap 

nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Arisan iB Madina. 

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil 1,5% untuk 

nasabah dan 98,5% untuk bank. 

 

8. Tabungan iB Meriah (Meraih Hadiah) 
 

Adalah tabungan program dengan prinsip mudharabah. Tabungan ini 

merupakan tabungan khusus perorangan dengan minimal setoran sebesar Rp. 

5.000.000 dan dihold selama 6 bulan atau sampai dengan 36 bulan. Penarikan 

tabungan hanya bisa dilakukan ketika jangka waktunya sudah selesai (jatuh tempo). 

Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan. Keunggulan 

tabungan ini adalah bebas biaya administrasi, mendapatkan hadiah langsung dan bisa 

dipilih sesuai keinginan dan bonus tabungan akan diterima oleh nasabah setiap bulan 

selama jangka waktu penyimpanan dana.  
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9. Tabungan Ukhuwah 
 

Adalah tabungan bersama BPR Syariah Indonesia dan merupakan produk 

tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah dengan tambahan assesoris produk 

yaitu berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang telah ditentukan mekanisme 

dan tata caranya. Assesoris hadiah-hadiah tersebut merupakan wujud penghargaan 

yang ditujukan untuk nasabah penabung yang telah mempercayakan menyimpan 

dananya di BPR Syariah.  

 

Setoran pertama minimal Rp. 100.000 dan selanjutnya minimal Rp. 10.000. 

Produk ini memberi nisbah bagi hasil sebesar 10% untuk nasabah dan 90% untuk 

bank. Bank akan memberikan bagi hasil kepada pemilik rekening tabungan yang akan 

diberikan setiap akhir bulan. Bank tidak memungut biaya administrasi untuk rekening 

Tabungan Ukhuwah. Perhitungan point/kupon undian diberlakukan terhadap 

penabung yang memiliki saldo tabungan Ukhuwah rata-rata setiap bulannya minimal 

Rp. 10.000 dan setiap kelipatan tabungan sebesar Rp. 100.000 dari saldo rata-rata 

tabungan setiap bulan akan mendapatkan 1 (satu) point nomor undian dan yang 

berhak mengikuti undian adalah penabung yang saldo tabungannya pada akhir 

periode undian minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). 

 
10. TabunganKu iB Wadiah 

 

Adalah tabungan dengan prinsip wadiah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan 

setoran selanjutnya Rp. 1.000. Nasabah dapat menyetor dan menarik dananya setiap 

saat. Setiap nasabah hanya boleh memiliki 1 (satu) account TabunganKu iB Madina. 

Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi apapun dan dikhususkan bagi 

nasabah pelajar dan mahasiswa. 

 

11. Tabungan iB Madina 
 

Adalah tabungan dengan prinsip wadiah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan 
setoran selanjutnya minimal Rp.10.000. Nasabah dapat menyetor dan menarik 
dananya setiap saat. Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening. 
 

12. Deposito Mudharabah 
 

Adalah produk dimana nasabah hanya menyetor dananya 1 (satu) kali dan 

hanya dapat diambil ketika jatuh tempo. Jangka waktu yang ditawarkan adalah 3 bulan, 

6 bulan dan 12 bulan. Jumlah deposito yang akan disetorkan tergantung jumlah dana 

nasabah, mulai dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 

 Produk ini memberi nisbah bagi hasil sebesar 19% untuk nasabah dan 81% 

untuk bank untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasil sebesar 

22% untuk nasabah dan 78% untuk bank untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan 

dan Nisbah sebesar nisbah bagi hasil sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank 

untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan. 
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13. Pembiayaan Mudharabah 
 

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan 

oleh nasabah. Dalam kerjasama ini, bank menyediakan 100% modal, nasabah memiliki 

keahlian dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan. Hasil usaha dibagi antara 

nasabah dan bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal termasuk 

metode yang digunakan, apakah menggunakan bagi pendapatan (revenue sharring) 

atau bagi laba (profit sharring).  

 

14. Pembiayaan Musyarakah 
 

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan 

oleh nasabah. Dalam kerjasama ini, bank dan nasabah masing-masing menyediakan 

modal. Selain modal, nasabah memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang akan 

dijalankan. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah bagi hasil 

yang disepakati di awal termasuk metode yang digunakan, apakah menggunakan bagi 

pendapatan (revenue sharring) atau bagi laba (profit sharring).  

 

15. Ijarah 
 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah terhadap suatu barang dengan cara sewa. Skim produk ini, bank menyewa 

barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pemilik atau bank membeli dari pemilik 

barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian bank menyewakan barang tersebut 

kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang diambil 

oleh bank. 

 

16. Piutang Murobahah 
 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli antara bank dan nasabah dimana bank 

menjual barang yang diperlukan oleh nasabah dengan harga tertentu yaitu sebesar 

harga beli ditambah keuntungan yang diambil oleh bank untuk jangka waktu tertentu. 

Nasabah membayar kepada bank dengan cara angsuran setiap bulan atau setiap waktu 

yang telah disepakati.  

 

17. Multijasa 
 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan jasa 

nasabah, seperti: jasa sekolah, jasa transportasi, dsb. Dalam pembiayaan ini, bank 

memperoleh imbalan/ fee (ujroh) sebesar nilai yang disepakati antara nasabah dan 

bank. Nasabah membayar kepada bank dengan cara angsuran setiap bulan atau setiap 

waktu yang telah disepakati.  

 

18. Qordh 
 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berupa pinjaman yang 
dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam 
jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan 
pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran setiap bulan atau sekaligus. 



19 Laporan Tahunan Periode 2025 | PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  

 

Sumber dana Qordh diperoleh dari dana wadiah atau dana khusus yang 
disediakan oleh Bank dan sumber dana yang diperoleh dari Muzakki atau kaum 
dermawan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya, digunakan untuk 
bantuan bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk 
membantu kaum dhu’afa. 

19. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah 
 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang diterapkan berdasarkan 
prinsip syirkah 'inan  yang menjelaskan bahwa pengurangan 
posisi modal (hishshah) dari salah satu syarik (mitra) yakni Bank disebabkan oleh 
pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil 'iwadh 
mutanaqisah) kepada syarik (mitra) yang lain yaitu Nasabah. Baik bank maupun 
nasabah harus menyertakan modal untuk membeli properti yang akan disewakan 
kepada nasabah atau pihak lainnya. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang 
dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya yang 
bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara 
mengangsur setiap bulan. 

 
 

5. REALISASI BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA 
 

a. Tabungan 
                                                                                                                                      (equivalent rate per tahun) 

Bulan 

Jenis Tabungan 

Ukhuwah Mudharabah 

Hari Raya   

Walimah 

  

  

Haji 

  

  

Qurban Arisan Meriah 

Pendidikan   

Nisbah Nsbh 10% 10% 15,33% 17,87% 29,25% 1,50% 3% 

Januari 1,81 1,81 2,77 3,23 5,29 - - 

Februari 1,93 1,93 2,96 3,45 5,66 - - 

Maret 1,45 1,45 2,23 2,60 4,25 - - 

April 1,82 1,82 2,79 3,25 5,33 - - 

Mei 2,09 2,09 3,21 3,74 6,13 - - 

Juni 1,20 1,20 1,85 2,16 3,53 0,18 - 

Juli 1,30 1,30 1,99 2,32 3,80 0,19 - 

Agustus 1,07 1,07 1,64 1,91 3,14 0,16 - 

September 0,97 0,97 1,49 1,73 2,84 0,14 0,29 

Oktober 1,10 1,10 1,68 1,96 5,36 0,16 0,33 

November 0,94 0,94 1,45 1,69 2,77 0,14 0,28 

Desember 0,87 0,87 1,34 1,57 2,57 0,13 0,26 

 Tabungan arisan iB Madina pada bulan Juni 2026 konversi ke akad Mudharabah 
 Tabungan Meriah iB Madina pada bulan September 2026 konversi ke akad Mudharabah 
 

https://kamus.tokopedia.com/m/modal/
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b. Deposito 
                                                                                              (equivalent rate per tahun) 

       Bulan 
Deposito 

3 bulan 6 bulan 12 bulan 

Nisbah Nsbh 19% 22% 25% 

Januari 3,44 3,98 4,52 

Februari 3,67 4,25 4,83 

Maret 2,76 3,20 3,64 

April 3,46 4,00 4,55 

Mei 3,98 4,61 5,24 

Juni 2,29 2,66 3,02 

Juli 2,47 2,86 3,25 

Agustus 1,07 1,07 3,43 

September 1,84 2,13 2,43 

Oktober 2,09 2,42 2,75 

November 1,80 2,08 2,36 

Desember 1,66 1,93 2,19 

   
  PERKEMBANGAN & TARGET PASAR 

(dalam rupiah penuh) 
No Keterangan 2025 2024 Growth (%) 

1 FUNDING 198.721.533.402 211.827.777.500 10,88% 

a. Tabungan 21.575.265.971 26.146.904.423 45,86% 

b. Deposito 134.779.285.000 113.625.585.000 23,85% 

c. Kewajiban Bank Lain 42.366.982.431 72.055.288.077 (11,45%) 

2 PEMBIAYAAN 186.233.750.693 199.847.632.375 39,34% 

a. Murobahah 49.556.742.577 51.992.600.000 18,20% 

b. Mudharabah 2.113.665.622 2.151.277.450 0% 

c. Musyarakah 78.157.318.148 88.674.812.173 25,95% 

d. Ijarah 0 0 (1%) 

e. Multijasa 56.406.024.346 57.021.635.418 114,09% 

f. Qordh 0 7.307.334 (62,16%) 
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3 ASSET 203.734.424.059 258.893.312.713 17,90% 

4 Jumlah ID Nasabah 10.444 9.138 18,46% 

 

6. JARINGAN KERJA & MITRA USAHA 
 

Sampai dengan akhir tahun 2025, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menjalin 

kerjasama dengan beberapa notaris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa 

wilayah di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera, 

lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha 

Syariah, BPRS, BMT, perusahaan asuransi syariah, lembaga pendidikan kejuruan (LPK) 

untuk calon pekerja migran indonesia dan sebagainya. Bentuk kerjasama yang terjalin 

selama ini antara lain adalah penempatan dana dan penyaluran dana sindikasi maupun 

channeling baik untuk penghimpunan dana nasabah maupun untuk penyaluran dana 

nasabah. Selain itu, BPRS juga bekerjasama dalam hal penyimpanan arsip (dokumen), 

fasilitas Virtual Account untuk mempermudah transaksi setoran dana, layanan PPOB 

(Payment Point Online Bank) maupun dalam hal pengelolaan website perusahaan.  

7. JUMLAH, JENIS & LOKASI KANTOR 
 

Sampai dengan bulan Desember 2024, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah 

memiliki 3 (tiga) jaringan kantor yang terdiri dari 1 unit kantor pusat dan 2 (dua) unit 

kantor kas. Kantor Pusat PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkedudukan di Jl. Ringroad 

Selatan Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan 

2 (dua) unit Kantor Kas berlokasi di Cagunan RT/RW 119 Trimurti, Srandakan Bantul dan 

Pasar Beringharjo Blok T1, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta. 

 
8. KEPEMILIKAN DIREKSI, KOMISARIS & PEMEGANG SAHAM 

 

Nama Jabatan 

Kepemilikan  

(ribuan rupiah) 
% 

perubahan 
2025 2024 

H. Ari Tri Priyono, ST Pemegang Saham Pengendali 10.723.000 9.723.000 10,28 

H. Anwar Wahyudi, SE, MM Pemegang Saham/Komisaris Utama 1.661.500 1.261.500 31,71 

Prof. Dr.H.Amir Muallim,MA Pemegang Saham/Komisaris 1.036.000 786.000 31,81 

Tedy Jiwantara Sitepu Pemegang Saham 99.500 99.500 0,00 

Sabdo Nugroho, SP Direktur Utama 100.000 0 100 

Hj. Sri Endah Widayati, AMd Direktur  50.000 0 100 

H. Ahmad Khudhori, Lc Ketua DPS 0 0 0,00 

 
9. PERKEMBANGAN USAHA BERPENGARUH SIGNIFIKAN & PERUBAHAN PENTING LAIN 

 
Perubahan penting yang terjadi selama tahun 2025 di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
adalah: 
 
a. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari sebesar Rp. 20 Miliar menjadi Rp. 30 Miliar 
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b. Peningkatan Modal oleh Para Pemegang Saham yang terjadi pada tahun 2025 adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Pada bulan Mei 2025, terjadi setoran modal dengan total sebesar Rp. 250.000.000 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 
150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Bapak Amir Mu’allim sebesar 
dengan total modal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)  

2. Pada bulan Juni 2025, terjadi setoran modal dengan total sebesar Rp. 500.000.000 
(lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 
200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Bapak Amir Mu’allim sebesar Rp. 150.000.000 
(seratus lima puluh juta rupiah), Bapak Sabdo Nugroho sebesar Rp, 100.000.000 
(seratus juta rupiah) dan Ibu Sri Endah Widayati sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah). 

3. Pada bulan Juli 2025, terjadi setoran modal dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 
(satu miliar rupiah) oleh Bapak Ari Tri Priyono.  

 
Sehingga total modal yang telah diakui sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar 
Rp.13.620.000.000 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah). 
 

10.  SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Jumlah Sumber Daya Manusia per Desember 2025 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) 
orang yang terdiri dari 50 (lima puluh) orang karyawan tetap, 4 (empat) orang karyawan 
percobaan, 2 (dua) orang Direksi, 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 2 (dua) 
orang Dewan Komisaris. 

Berikut ini disampaikan data karyawan per akhir Desember 2025 yaitu adalah: 

Jenis Jabatan 
Jenjang Pendidikan 

SMA/SMK DIII S1 S2 S3 
Dewan Komisaris - - - 1 1 
Dewan Pengawas Syariah - - 1 - - 
Direksi - 1 1 - - 
Karyawan 13 2 36 3 - 
Total 13 3 38 4 1 

 

Adapun pelatihan / seminar / workshop dalam rangka pengembangan SDM yang telah diikuti oleh 
Direksi dan Karyawan Januari sampai dengan Desember 2025 adalah: 
 

NO MATERI PENYELENGGARA PESERTA 
TANGGAL 

(yyyymmdd) 
1. Workshop Penyusunan Kebijakan 

Pengendalian Internal Integritas 

Pelaporan Keuangan Bank 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif 

Internal Audit dan 

Staff Kepatuhan 

20250104 

2. Undangan Worksop Perubahan 

LAPBUL 2025 

PT Mitrasoft Global 

Perdana 

IT & Teknisi, dan 

Akunting 

20250106 

3. Sosialisasi Internal terkait POJK 

yang terbit pada Tahun 2024 dan 

Ketentuan Internal Bank (SOP dan 

SE Direksi) yang terbit Tahun 

2024 

Bank Madina Syariah Seluruh Pegawai 

Bank Madina Syariah 

20250117 

4. Sosialisasi APOLO Modul Laporan Otoritas Jasa Keuangan Akunting 20250117 
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Berkala Bulanan BPR/BPRS 

5. Undangan Workshop Pelaporan 

Rencana dan Realisasi Kegiatan 

Literasi dan Inklusi Keuangan 

Melalui Sistem Pelaporan Edukasi 

dan Pelindungan Konsumen 

(SiPEDULI) kepada Pelaku Usaha 

Jasa Keuangan (PUJK) 

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Kantor Kas 

Beringharjo dan Staff 

Kepatuhan 

20250130 

6. Undangan Sosialisasi Program 

Gerakan Nasional Cerdas 

Keuangan (GENCARKAN) 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Staff Kepatuhan 

20250207 

7. Morning Season bersama Dewan 

Pengawas Syariah 

Bank Madina Syariah Seluruh Pegawai 

Bank Madina Syariah 

20250214 

8. Kemandirian Organisasi dan 

Kepemimpinan Transformasional 

untuk Mendukung Pengembangan 

dan Penguatan Industri BPR 

Syariah 

Himbarsi Direksi 20250220 

9. Webinar Capacity Building 

Penerapan Tata Kelola yang Baik 

Himbarsi Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Staff Kepatuhan 

20250319 

10. Laporan Capaian Program 

GENCARKAN Tahun 2024 dan 

Undangan Sosialisasi Program 

Literasi Keuangan Tahun 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Kantor Kas 

Beringharjo dan Staff 

Kepatuhan 

20250416 

11. Online Training Penyusunan 

Kebijakan Penerapan Tata Kelola 

dan Tata Kelola Syariah pada 

BPRS 

Himbarsi Pejabat Eksekutif 

Internal Audit dan 

Staff Kepatuhan 

20250422 

12. Diseminasi dan Sosialisasi 

Pedoman Akses Pelayanan 

Keuangan untuk Disabilitas 

Berdaya (Pedoman SETARA) 

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Kantor Kas 

Beringharjo dan Staff 

Kepatuhan 

20250422 

13. Undangan Evaluasi Kinerja 

Lembaga Jasa Keuangan Semester 

I Tahun 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Direksi 20250429 

14. Pelatihan Dasar Perbankan 

Syariah (PDPS) 

Himbarsi Frontliner dan 

Marketing 

20250612 

15. Undangan Sosialisasi SiPEDULI 

Modul Laporan Literasi dan 

Inklusi Keuangan serta Laporan 

Layanan Pengaduan Semester I 

tahun 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Kantor Kas 

Beringharjo dan Staff 

Kepatuhan 

20250619 
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16. Undangan Webinar Nasional 

Perbarindo, "Strategi FRM, 

Investigasi Fraud dan Risk Based 

Audit untuk BPR/BPRS" 

Perbarindo Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Pejabat Eksekutif 

Internal Audit 

20250624 

17. Webinar Agentic AI in Finance: A 

New Era of Autonomus Decision 

Making 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Pejabat Eksekutif 

GM Operasional 

20250703 

18. Undangan Talkshow Forum GRC 

Volume 1 dengan tema, 

"Penguatan Kinerja Sektor Jasa 

Keuangan melalui Implementasi 

Governance, Risk dan Compliance 

(GRC)" 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur, Pejabat 

Eksekutif Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Pejabat Eksekutif 

Internal Audit  

20250707 

19. Konvensi Nasional Rancangan 

Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI) 

Bidang BPRS 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur Utama 20250807 

20. Informasi Program dan Undangan 

Sosialisasi Produk Bersama 

Tabungan Ukhuwah Periode III 

Himbarsi 

  

IT & Support 20250807 

21. Risk and Governance Summit 

(RGS) Tahun 2025 dengan tema, 

"Empowering the GRC 

Ecocsystem to Drive Economic 

Growth and National Resilience" 

Otoritas Jasa Keuangan Dewan Komisaris, 

Direktur, Pejabat 

Eksekutif Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Pejabat Eksekutif 

Internal Audit  

20250819 

22. Webinar Digital Marketing Perbarindo dan 

Lembaga Penjamin 

Simpanan 

IT & Support 20250819 

23. Sosialisasi Ketentuan Bidang 

Pengawasan Perilaku Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen (PEPK) 

dan Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa 

Keuangan (LAPS SJK) bagi PUJK di 

Wilayah DIY 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif GM 

Operasional 

20250820 

24. Workshop Produk Salam Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif 

Kepala Divisi Bisnis 

dan Risk Reviewer 

Compliance 

20250821 

25. Sosialisasi Bulan Inklusi 

Keuangan 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Kantor Kas 

Beringharjo dan Staff 

Kepatuhan 

20250903 
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26. Tren Modus dan Skema Pencucian 

Uang Terbaru: Strategi 

Identifikasi, Mitigasi, dan 

Penegakan Hukum 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Customer Service 

20250918 

27. Pra Ijtima Sanawi (Annual 

Meeting) DPS X tahun 2025 BPRS 

Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama 

Indonesia 

Dewan Pengawas 

Syariah 

20250924 

28. Kupas Tuntas Coretax & 

Penerapannya di Industri BPR 

Syariah 

Himbarsi Pejabat Eksekutif 

HRD & Support, 

Akunting 

20250924 

29. Evaluasi Kinerja dan Recycling 

Program Lembaga Jasa Keuangan 

di Wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Semester II Tahun 

2025 dengan Tema "Optimalisasi 

Tata Keloal Agunan: Pengikatan, 

Roya dan Lelang Pasca 

Peluncuran Sertifikat Elektronik 

dan Perubahan Nomenklatur LJK 

Otoritas Jasa Keuangan Dewan Komisaris 

Utama dan Direktur 

Utama 

20250925 

30. Klinik Go AML bagi penyedia jasa 

keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan Dihadiri oleh Pejabat 

Eksekutif GM 

Operasional 

20250925 

31. Ijtima Sanawi(Annual Meeting) 

DPS XXI tahun 2025 

Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama 

Indonesia 

Dewan Pengawas 

Syariah 

20250926 

32. Pelatihan Security Perbankan Himbarsi DPW DIY 

Bidang Sertifikasi, 

Edukasi, dan Literasi 

Security 20250927 

33. Edukasi Pelaporan SPT Tahunan 

melalui Sistem Coretax 

Direktorat Jenderal 

Pajak 

Akunting 20251002 

34. Sosialisasi Layanan Fidusia: 

Perlindungan Dan Kepastian 

Hukum Dalam Pelaksanaan 

Jaminan Fidusia 

Perbarindo DIY Legal Officer 20251003 

35. The 3rd OJK International 

Research Forum 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur Utama 20251006 

36. Sosialisasi dan Refreshment 

Aplikasi Pelaporan Online OJK 

(APOLO) Modul Penerapan 

Strategi Anti Fraud Terintegrasi 

(SAFT) 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Staff Kepatuhan 

20251009 

37. Pembekalan Fit & Propper Test Perbarindo DIY Direktur 20251009 

38. Focus Group Discussion (FGD) 

mengenai Pengembangan dan 

Penguatan Model Bisnis dan 

Awareness Teknologi Informasi 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur Utama dan 

IT & Support 

20251014 
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(TI) bagi BPS 

39. Sharing Session Dewan Pengawas 

Syariah 

Bank Madina Syariah Seluruh Karyawan 
dan Karyawati Bank 
Madina Syariah 

20251015 

40. Sosialisasi Manfaat Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  

Perbarindo Pejabat Eksekutif 

HRD & Support 

20251017 

41. Sosialisasi Enhancement 

Pelaporan SLIK Tahun 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif GM 

Operasional dan IT & 

Support 

20251017 

42. Pelatihan Anti Pencucian Uang 

(APU), Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (PPT), dan Pencegahan 

Pendanaan Proliferasi Senjata 

Pemusnah Massal (PPPSPM) 

Bank Madina Syariah Seluruh Karyawan 
dan Karyawati Bank 
Madina Syariah 

20251018 

43. Konvensi Nasional Rancangan 

Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI) 

Bidang BPRS 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur Utama 20251028 

44. Sustainability Perbankan Syariah 

Ditengah-tengah Ketidakpastian 

Perekonomian Nasional; 

Tantangan dan Peluang 

Himbarsi DPW DIY  Direktur Utama, 

Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Pejabat Eksekutif 

GM Operasional 

20251029 

45. Edukasi Penyampaian Laporan 

yang Berisi Informasi Keuangan 

secara Otomatis bagi Lembaga 

Jasa Keuangan Lainnya dan 

Entitas Lainnya Tahun 2025 

Direktorat Jenderal 

Pajak 

Akunting 20251030 

46. Workshop Pelaporan Rencana 

Kegiatan Literasi dan Inklusi 

Keuangan melalui Sistem 

Informasi Pelaporan Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen 

(SiPeduli) kepada Pelaku Usaha 

Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Kantor Kas 

Beringharjo dan Staff 

Kepatuhan 

20251030 

47. Diseminasi Pelaporan mengenai 

Laporan Keuangan Berkelanjutan 

bagi BPR dan BPRS melalui 

APOLO Modul Laporan Keuangan 

Berkelanjutan 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF 

20251103 

48. Sosialisasi APOLO Modul 

Penilaian Tingkat Kesehatan 

BPR/BPRS 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif GM 

Operasional dan 

Akunting 

20251107 

49. Pelatihan TKS dan CKPN Himbarsi DPW DIY Pejabat Eksekutif GM 

Operasional, Risk 

Reviewer 

Compliance, dan 

20251119 
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Akunting 

50. Promoting Financial Inclusion 

through Risk-based Approach to 

AML/CFT 

FATF Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF 

dan Pejabat Eksekutif 

Internal Audit 

20251119 

51. Waspada Transaksi Keuangan 

Mencurigakan di Era Digitalisasi 

Layanan Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur dan Pejabat 

Eksekutif Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF 

20251125 

52. Undangan Menghadiri Diseminasi 

Hasil Penilaian Financial Integrity 

Rating on Money Laundering and 

Terrorist Financing (FIR on 

ML/TF) Tahun 2025 secara 

Online 

PPATK Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

Pejabat Eksekutif GM 

Operasional, dan 

Pejabat Eksekutif 

Internal Audit 

20251127 

53. Undangan Klarifikasi dalam 

rangka Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan Calon Anggota Direksi 

yang Membahwakan Fungsi 

Kepatuhan BPRS 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur 20251208 

54. Peringatan Hari Antikorupsi 

Sedunia Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Tahun 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Direktur Utama, 

Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan, 

Manajemen Risiko, 

APU PPT, IPK & SAF, 

dan Pejabat Eksekutif 

Kepala Divisi Bisnis 

20251208 

55. Sosialisasi APOLO Modul Laporan 

Laku Pandai 

Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif GM 

Operasional 

20251110 

56. Sosialisasi Pengembangan Sistem 

Informasi Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (SIGAP) 

Tahun 2025 

Otoritas Jasa Keuangan Customer Service 20251223 

57. Sosialisasi Ketentuan POJK dan 

PADK tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Informasi oleh BPR dan 

BPRS 

Otoritas Jasa Keuangan IT & Support 20251230 
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11.  KEBIJAKAN REMUNERASI KOMISARIS, DIREKSI & DPS 
 

Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan 
Komisaris Dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Termasuk Bonus, Tantiem Dan Fasilitas Lain 
Diputuskan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dimana Diantara Fasilitas Yang 
Diterima Oleh Direksi Adalah Mendapat Fasilitas BPJS (Kesehatan Dan Ketenagakerjaan) Yang 
Preminya Dibayar Oleh Perusahaan Dan Fasilitas Kendaraan (Mobil) Operasional. Kebijakan 
tersebut telah tertuang dalam Standart Operasional Dan Prosedur Nomor : 044/SK-DIR/BPRS-
MMS/X/2025 tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Ketentuan Kebijakan 
Remunerasi Pengurus PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
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BAB  II 

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 

 

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN 
1. Neraca per 31 Desember 2025 
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2. Laba Rugi Per 31 Desember 2025 
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3. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 

 

 
 

Berdasarkan Akta terakhir Notaris Wahyu Wiryono, SH No. 18  Tanggal 30 Juli 2025, para 

pemegang saham telah melakukan setoran modal dengan total sebesar Rp. 1.750.000.000,00 

(satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2025, sehingga total saham yang 

telah disetorkan sebesar Rp. 13.620.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta 

rupiah).  
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4. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025 
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5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontijensi 

 
6. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf 
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7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

 
8. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 

 
9. Laporan Kualitas Aktiva Produktif 
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10. Rasio-rasio Keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per 31 Desember 2025 
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BAB  III 

OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 
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BAB  IV 

ASPEK TRANSPARANSI DAN INFORMASI  
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BAB  V 

ASPEK PENGUNGKAPAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI BPR 

SYARIAH DAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI 

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
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BAB  VI 

 

SURAT PERNYATAAN DIREKSI 

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA 
 

 



71 Laporan Tahunan Periode 2025 | PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  

 

BAB  VII 

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA 
 

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola 
Alamat : Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D I 

Yogyakarta 
Nomor Telepon : 0274 - 4283747 
Penjelasan Umum  : Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam 

meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang 
Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata 
Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh 
Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk 
budaya kerja yang positif dan  memberikan keunggulan bersaing 
pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam 
mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 
keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas 
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ 
Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung 
jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan 
Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak 
manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam 
memenuhi hak-hak  stakeholders yang timbul berdasarkan 
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang 
telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku lainnya serta didukung dengan 
kelengkapan peraturan internal pada Bank. Bahwa dalam rangka 
pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, 
dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 
Desember 2025 

Peringkat Komposit 
Hasil Penilaian 
Sendiri(Self 
Assesment) Tata 
Kelola 

: 3,00 (Cukup Baik) 

Penjelasan Peringkat 
Komposit Hasil 
Penilaian Sendiri 
(Self Assessment) 
Tata Kelola 

Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan Good Corporate 
Governance (GCG) PT. BPRS Madina Mandiri Syariah semester 2 
Tahun 2025 mendapatkan hasil dengan predikat Cukup Baik dengan 
nilai komposit 3. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai 
faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata 
kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam POJK Nomor 9 Tahun 
2024, POJK 25 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat 
Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola, PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan 
Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan 
Pengawas Syariah tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, Direksi selalu 
melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan 
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pelaksanaan GCG, serta selalu mematuhi dan melaksanakan 
operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak 
melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI serta DPS juga melakukan 
fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah, dalam 
rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas. BPRS juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate 
Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self 
assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-
prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun 
terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu terkait :  Belum 
terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang 
membawahkan fungsi kepatuhan, namun BPRS telah melakukan 
pengajuan kembali calon Direktur yang membawahkan fungsi 
kepatuhan pada semester 2 tahun 2025 sebagai wujud kepatuhan 
Bank terhadap ketentuan OJK walaupun belum terdapat hasil dan 
berencana melakukan pengajuan anggota DPS sebagai pengganti 
anggota DPS sebelumnya yang telah meninggal pada tanggal 05 Juni 
2025 pada semester 2 tahun 2026. 

 
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola  

1.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 
1 NIK*) :3271050406800013 
 Nama :Sabdo Nugroho SP 
 Jabatan : Direktur Utama 
 Tugas dan tanggung 

jawab**)  
: TUGAS DIREKSI: 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, 
dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin 
terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap 
tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit 
Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang 
diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi 
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 
tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang 
memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan 
Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris 
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan 
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. 
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan 
perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan 
usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap 
kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban 
atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS 
selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan 
ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh 
atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan 
Perseroan. 

2 NIK*) : 3371026105650008 
 Nama : Sri Endah Widayati 
 Jabatan : Direktur  
 Tugas dan tanggung : TUGAS DIREKSI: 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai 
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jawab**)  dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, 
dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin 
terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap 
tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit 
Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang 
diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi 
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 
tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang 
memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan 
Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris 
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan 
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. 
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan 
perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan 
usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap 
kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban 
atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS 
selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan 
ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh 
atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan 
Perseroan. 

 Tindak Lanjut 
Rekomendasi 
Dewan Komisaris 
 

:Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi 
Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan 
ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem 
penagihan, penguatan permodalan untuk pemenuhan kecukupan 
modal minimum melalui penambahan setoran modal, dan 
menjaga tingkat likuiditas yang sehat. 

 
2.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 
1 NIK*) : 3404123012740003 
 Nama : Anwar Wahyudi, SE,MM 
 Jabatan : Komisaris Utama 
 Tugas dan tanggung 

jawab**)  
: 1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada 
Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya 
pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan 
usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 
3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah 
menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal 
Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan 
Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan 
atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang 
segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh 
Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila 
seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan 
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk 
sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, 
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dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan 
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka 
atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, 
Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan 
salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan 
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 
kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris 
dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai 
kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada 
pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang 
undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan 
hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

2 NIK*) : 3404070510540001 
 Nama : Prof. Dr. Amir Mu’allim, MA 
 Jabatan : Komisaris  
 Tugas dan tanggung 

jawab**)  
: 1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada 
Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya 
pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan 
usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 
3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah 
menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal 
Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan 
Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan 
atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang 
segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh 
Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila 
seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan 
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk 
sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, 
dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan 
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka 
atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, 
Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan 
salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan 
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 
kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris 
dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai 
kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada 
pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang 
undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan 
hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan 
perundang undangan. 
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 Rekomendasi 
kepada Direksi 
 

: 1. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur 
secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan 
kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan 
ketentuan yang berlaku terutama ketentuan OJK, 2. Perihal 
Rencana Bisnis Bank agar menetapkan strategi penyaluran 
pembiayaan yang jelas dan konkrit dengan tetap memperhatikan 
prinsip kehati hatian dan asas perbankan yang sehat agar target 
RBB tahun 2025 dapat terealisasi, 3. Melakukan penyempurnaan 
struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank, 4. 
Melakukan pengawasan terkait program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme pada BPRS antara lain dengan 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi 
terhadap penerapan program APU PPT dengan melakukan CDD 
dan EDD pada setiap Nasabah yang melakukan hubungan usaha 
dengan Bank, terdapat upaya pengkinian data Nasabah, 
monitoring data pelaporan terkait APU PPT, 5. Melakukan 
pengawasan terhadap operasional sehari hari bank dengan cara 
melakukan monitoring dan melakukan pengawasan berkala agar 
lebih meningkatkan pengawasan terhadap jalannya operasional 
bank sehari hari terkait dengan evaluasi kinerja dan dalam 
rangka memberikan arahan, 6. Melakukan langkah penguatan 
terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan 
oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang, 7. Memperkuat sinergi 
dan kolaborasi antara Risk Management, APU PPT dan 
Compliance, IPK & SAF bersama Internal Audit serta memperkuat 
kualitas pengawasan Direksi yang telah berupaya penuh untuk 
melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui 
upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan 
pengelolaan sistem penagihan, penguatan permodalan untuk 
pemenuhan kecukupan modal minimum melalui penambahan 
setoran modal oleh Pemegang Saham, dan menjaga tingkat 
likuiditas yang sehat. 

      
1.3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris 

Selama tahun 2025 Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang 
umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan 
Direksi, antara lain: 
 
a. Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK, terutama yang baru terbit di tahun 

2025, antara lain mengenai: 
1.  POJK Nomor 24 Tahun 2025: Mengatur pengelolaan rekening pada perbankan 

termasuk ketentuan rekening dorman. 
2. POJK Nomor 34 Tahun 2025: Mengatur penyelenggaraan teknologi informasi oleh 

BPR dan BPRS 
b. Memperbaiki pengelolaan sistem penagihan (collection), termasuk monitoringnya, 

antara lain: 
 Perbaikan laporan monitoring penyelesaian pembiayaan bermasalah, proses 

Lelang  dan AYDA; 
 Monitoring kinerja marketing di lapangan secara lebih ketat; 
 Melakukan proses restrukturisasi untuk nasabah yang masih memiliki 

kemampuan bayar namun menurun secara pendapatan. 
c. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan 

pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang, 
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d. Mengingat rasio NPF yang masih cukup tinggi dikarenakan adanya roll down nasabah 
bermasalah dan menurunnya pertumbuhan pembiayaan dikarenakan menurunnya 
rentabilitas dan likuiditas perusahaan karena hasil kinerja keuangan mengalami 
penurunan, maka Bank harus meningkatkan kembali kinerja keuangannya dengan 
meningkatkan likuiditas, dan meminta para pemegang saham untuk melakukan 
penambahan saham untuk setoran modal.  
 

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 
1.4.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah 

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah berjumlah 1 (satu) orang dengan komposisi 
sebagai berikut :  
 Ketua DPS  : H. Ahmad Khudori, Lc 

 Anggota DPS : - 
Anggota DPS meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2026, dan sampai dengan akhir tahun 
2025 belum terdapat DPS pengganti sehingga posisi anggota DPS masih kosong. 

 
1.4.2. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah 

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi kepada 
Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan 
Pengawas Syariah dan Direksi, antara lain: 
a. Memberikan rekomendasi terkait pembiayaan sindikasi selain sebagai followers Bank 

juga harus  melakukan monitor dengan leadernya agar angsuran tidak ada yang 
terlewat dan AO yang menghandle juga harus memahami mekanisme pada Bank 
leader seperti apa agar tidak ada penyimpangan 

b. Merekomendasikan kepada pegawai bagian legal ataupun marketing AO untuk selalu 
memonitor apakah dokumen pembiayaan sudah dilengkapi dengan laporan keuangan 
usaha nasabah yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil atas pembiayaan 
modal kerja yang diterima ataupun kelengkapan dokumen seperti nota/kuitansi 
untuk piutang pembiayaan yang telah diterima 

c. DPS meminta agar seluruh karyawan untuk dapat selalu menerapkan aspek 
kepatuhan syariah secara benar agar semua produk yang ada di PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera dan produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. 

d. Meminta kepada Direksi untuk mengagendakan capacity building untuk 
meningkatkan pemahaman dan keterampilan para karyawan misalnya dengan 
sharing secara rutin tentang akad–akad yang diterapkan dalam pembiayaan beserta 
pembahasannya secara lebih detil sehingga ketika diaplikasikan ke dalam pekerjaan 
mereka sesuai dengan aturannya 

e. Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pihak Bank sebaiknya membacakan 
doa ketika selesai melakukan akad pembiayaan agar pihak nasabah diberikan 
kemudahan dalam pekerjaannya sehingga dapat membayar angsurannya dengan 
lancar serta keberkahan juga akan menaungi baik dari pihak Bank maupun nasabah. 

 
C. Kepemilikan Saham Direksi 

Kepemilikan pada Nominal % Saham 
a. BPRS yang bersangkutan; dan/atau Rp. 150.000.000 1,10% 
b. perusahaan lainnya; Rp. 186.000.000 1,56% 

 
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi 

Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS: 
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga 
dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS. 
 
 



77 Laporan Tahunan Periode 2025 | PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  

 

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 
Kepemilikan pada Nominal % Saham 

a. BPRS yang bersangkutan;  Rp. 2.647.500.000 19,44%  
b. Kepemilikan pada BPRS lain; dan  Rp.    712.100.000   9,16%  
c. Perusahaan lainnya;  Nihil          0% 

 
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota 

Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS 
Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau 
hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang 
Saham BPRS. 
 

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan 
Pengawas Syariah yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS : 

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain  Jumlah diterima dalam 1 Tahun  

a. jumlah keseluruhan gaji  Rp. 1.196.100.000 
b. tunjangan  Rp.      99.150.000 
c. tantiem  Rp.    701.423.599 
d. kompensasi berbasis saham  - 
e. remunerasi bagi pengurus BPRS yang 
ditetapkan berdasarkan RUPS dengan 
memperhatikan tugas, wewenang, 
tanggung jawab, dan risiko dari masing-
masing anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris  

- 

f. fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil Dinas), 
tunjangan sewa rumah dan tunjangan kesehatan.  

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah : 
Variabel  Rasio  
a) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;  100% : 1,18% 
b) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;  100% : 1,47% 
c) rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah;  100% : 1,31% 
d) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;  100% : 9,19% 
e) rasio gaji Komisaris tertinggi dan Direksi tertinggi;  100% : 0,36% 
f) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;  100% : 1,50% 

 
I. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :  
a. Kehadiran di kantor BPRS minimal satu atau dua bulan sekali  
b. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2024, Rapat telah 

diselenggarakan sebanyak 9 kali , rincian pada butir Risalah rapat  
c. Rapat dihadiri secara fisik sebanyak 9 kali 
d. Topik/Materi Rapat: 

No Tanggal Risalah Rapat 
1  14 Januari 2025  Laporan Keuangan bulan Desember 2024.  

 Laporan Direktur.  
 Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection.  
 Laporan PE Kepatuhan.  
 Laporan SPI 

2 10 Februari 2025  Laporan Keuangan bulan Januari 2025.  
 Laporan Direktur.  
 Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection.  
 Laporan PE Kepatuhan.  
 Laporan SPI 
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3 10 Maret 2025  Laporan Keuangan bulan Februari 2025. 
 Laporan Direktur.  
 Laporan PE Kepatuhan.  
 Laporan SPI 

4 16 Mei 2025  Pembahasan atas Pemeriksaan Audit OJK Tahun 2025 

5 12 Agustus 2025  Laporan Keuangan bulan Juli 2025.  
 Laporan Direktur.  
 Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection.  
 Laporan PE Kepatuhan.  
 Laporan SPI 

6 10 September 2025  Pembahasan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus OJK 
Tanggal 25-29 Agustus 2025 

7 14 Oktober 2025  Laporan Keuangan bulan September 2025.  
 Laporan Direktur.  
 Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection.  
 Laporan PE Kepatuhan.  
 Laporan SPI 

8 13 November 2025  Laporan Direktur Utama.  
 Laporan Direktur.  
 Pembahasan Action Plan sebagai Komitmen ke OJK 

9 10 Desember 2025  Laporan Direktur Utama.  
 Laporan Direktur.  
 Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection.  
 Laporan PE Kepatuhan, Manrisk, APU PPT, IPK dan SAF.  
 Laporan SPI 

 
J. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah  

Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :  
a. Menyelenggarakan rapat minimal 3 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2024, Rapat telah 

diselenggarakan sebanyak 6 kali , rincian pada butir Risalah rapat  
b. Rapat dihadiri secara fisik sebanyak 6 kali 
c. Topik/Materi Rapat: 

No  Tanggal  Risalah Rapat 
1  24 Januaari 2025  Perkembangan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan 

dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang berjalan apakah sudah 
sesuai syari dan sesuai fatwa DSN-MUI.  

 Perkembangan mengenai produk terbaru selama semester II 
tahun 2024.  

 Pemeriksaan terkait rangkaian akad pembiayaan yang telah 
berjalan 

2 10 Maret 2025  Pembahasan terkait akan adanya penempatan dana dari 
lembaga konvensional dan organisasi non muslim termasuk 
yang berkaitan dengan agenda keagamaan.  

 Pembahasan mengenai zakat secara umum serta 
pembahasan tentang zakat perusahaan 

3 16 Mei 2025  Pembahasan terkait temuan atas pemeriksaan umum OJK 
tahun 2025 yang terkait syariah 

4 22 Juli 2025  Pembahasan terkait isi ketentuan Surat Edaran Direksi 
Nomor 133/SE-DIREKSI/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 hal 
Surat Edaran Direksi Produk Tabungan iB Meriah (Meraih 
Hadiah), yang menjadi temuan dalam pemeriksaan Otoritas 
Jasa Keuangan dalam KHP. No. 32/20. Tabungan iB Meriah 
bahwa :  
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1) Penggunaan akad wadiah tidak sesuai dengan Fatwa DSN 
MUI dan SEOJK disebabkan terdapat imbalan yang 
disyaratkan.  

2) Terdapat potensi penyalahgunaan dana hadiah. Hal tersebut 
disebabkan uang untuk pembelian hadiah dititipkan kepada 
marketing dana dan dibelikan bersama dengan nasabah 

5 12 Agustus 2025  Perkembangan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan 
dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang berjalan apakah sudah 
sesuai syari dan sesuai fatwa DSN-MUI.  

 Tindak lanjut terkait produk pembiayaan dan produk 
penghimpunan dana.  

 Evaluasi atas akad produk Tabungan iB Meriah termasuk 
peninjauan kembali mekanisme pemberian hadiah 

6 14 Oktober 2025  Pembahasan mengenai kelanjutan temuan khusus OJK pasca 
pra exit meeting dan keterkaitan dengan syariah 

 
K. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)  

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan 
Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan/atau outsourcing) adalah 
sebagai berikut :  
 

Penyimpangan 
Intern (Internal 

Fraud) 
Dalam 1 tahun 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh 

Anggota Direksi 
Anggota Dewan 

Komisaris 
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 

Tahun  
Sebelum 
nya 

Tahun 
Laporan 

Tahun 
 sebelum 
nya 

Tahun 
Laporan 

Tahun 
sebelumnya 

Tahun 
Laporan 

Tahun 
sebelumnya 

Tahun 
Laporan 

Total Fraud -` - - - - - - - 

Telah 
diselesaikan 

- - - - - - - - 

Dalam proses 
penyelesaian 
Internal di BPRS 

- - - - - - - - 

Belum 
diupayakan 
penyelesaiannya 

- - - - - - - - 

Telah 
ditindaklanjuti 
melalui proses 
hukum  

- - - - - - - - 

 
L. Permasalahan Hukum  

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPRS selama 
periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, 
sebagai berikut : 
 

Permasalahan Hukum 
Jumlah 

Perdata Pidana 
Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap - - 
Dalam proses penyelesaian  - - 
Total  - - 
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M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 
 
No Nama dan Jabatan Pihak yang 

Memiliki Benturan 
Kepentingan 

Nama dan 
Jabatan 

Pengambil 
Keputusan 

Jenis 
Transaksi 

Nilai 
Transaksi 

(jutaan 
Rupiah) 

Keterangan *) 

- Nihil  - - - - 

 
*) Note :  

 tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan  

 menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan 
kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.  

 
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPRS diharapkan memiliki 
tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek 
kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan 
merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada 
perkembangan BPRS.  

2. Selama ini PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak pernah melakukan pemberian dana 
untuk kegiatan politik.  

3. Program-program fungsi sosial BPRS lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan 
yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat 
saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.  

4. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan 
beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu : BPRS ikut 
berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kerjasama edukasi dan literasi di 
sekolah, LPK  dan kegiatan sosial seperti pada kegiatan pemerintah daerah, kegiatan hari 
besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar 

 
Bantuan Dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2024: 
 

Jenis Kegiatan Tanggal Penerima Dana Nominal (Rp) 
Memberikan dukungan 
berupa dana untuk 
memfasilitasi program 
pengabdian masyarakat oleh 
santri Pesantren Baitul 
Qur'an Yogyakarta yang 
fokus pada pendidikan, 
keagamaan, dan sosial 

20250113 Baitul Quran Islamic School 
Yogyakarta 

1.000.000 

Memberikan dukungan 
berupa dana untuk 
memfasilitasi agenda 
menyambut bulan 
Ramadhan yang diisi dengan 
kegiatan peningkatan 
keimanan, edukasi, sosial, 
distribusi wakaf Al Quran, 
dan santunan anak yatim 

20250218 Pimpinan Daerah Salimah 
(Persaudaraan Muslimah) 

1.000.000 

Kegiatan ini berupa 
penyaluran dana oleh Bank 
kepada LAZ Balqis. Dana 
tersebut digunakan untuk 

20250311 Baitul Quran Islamic School 
Yogyakarta 

2.000.000 
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mendukung berbagai 
kegiatan sosial dan 
kemanusiaan, seperti 
bantuan kepada masyarakat 
kurang mampu, program 
pemberdayaan ekonomi, 
serta penyaluran zakat, 
infak, dan sedekah secara 
tepat sasaran 
Memberikan dukungan 
berupa dana untuk kegiatan 
Bakti Sosial yang 
diselenggarakan oleh 
HIMBARSI (Perhimpunan 
Bank Perekonomian Rakyat 
Syariah Seluruh Indonesia) 

20250313 HIMBARSI 1.500.000 

Memberikan dukungan 
berupa dana untuk 
penyelenggaraan Pengajian 
Akbar dalam rangka Nuzulul 
Quran di Mushola Al Hikmah 
sebagai bentuk partisipasi 
dalam kegiatan keagamaan 
masyarakat 

20250314 Warga Dongkelan RT 008 
Sewon Bantul 

500.000 

Memberikan dukungan 
berupa dana untuk 
memfasilitasi kegiatan syiar 
dan sosial selama bulan suci 
Ramadhan 

20250321 Masjid Al Bahrawi 750.000 

Membantu masyarakat 
Palestina untuk mendukung 
kebutuhan dasar seperti 
pangan, obat-obatan, dan 
bantuan kemanusiaan 
lainnya. Dalam kegiatan ini, 
dilakukan penghimpunan 
donasi yang kemudian 
disalurkan melalui lembaga 
yang ditunjuk oleh DPP 
Himbarsi. 

20250324 HIMBARSI 10.000.000 

Kegiatan sponsorship mobil 
ambulans kepada Baitul 
Quran Islamic School 
Yogyakarta merupakan 
bentuk dukungan terhadap 
penyediaan sarana layanan 
kesehatan yang bermanfaat 
bagi masyarakat. Bantuan ini 
ditujukan untuk 
meningkatkan akses dan 
respons terhadap kebutuhan 
medis darurat, baik di 
lingkungan sekolah maupun 
masyarakat sekitar 

20250409 Baitul Quran Islamic School 
Yogyakarta 

20.000.000 
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Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola 
Nama BPRS : PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA 

Tahun : 2025 
 

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola 
Nilai Komposit Peringkat Komposit 

3,00 Cukup Baik 
Analisis 

Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPRS Madina 
Mandiri Syariah semester 2 Tahun 2025 mendapatkan hasil dengan predikat Cukup Baik dengan nilai 
komposit 3. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam 
mendukung penerapan tata kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024, 
POJK 25 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank 
Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah 
tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, 
Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG, 
serta selalu mematuhi dan melaksanakan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak 
melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI serta DPS juga melakukan fungsi manajemen risiko syariah, fungsi 
audit intern syariah, dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas. BPRS 
juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam 
penilaian sendiri (self assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar 
pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu 
terkait :  Belum terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang membawahkan fungsi 
kepatuhan, namun BPRS telah melakukan pengajuan kembali calon Direktur yang membawahkan fungsi 
kepatuhan pada semester 2 tahun 2025 sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK 
walaupun belum terdapat hasil dan berencana melakukan pengajuan anggota DPS sebagai pengganti 
anggota DPS sebelumnya yang telah meninggal pada tanggal 05 Juni 2025 pada semester 2 tahun 2026.. 
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Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola 

No Faktor 
Nilai 

Faktor 
Kesimpulan 

1 

Faktor 1: 

Pelaksanaan  

Aspek 

Pemegang 

Saham 

3 

Pelaksanaan aspek pemegang saham secara struktur telah memenuhi 

seluruh ketentuan, pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga 

benturan kepentingan dapat diselesaikan. Keputusan pengangkatan, 

penggantian atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan 

Komisaris dan/atau anggota DPS sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui 

RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan perundang-undangan 

dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPRS 

belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan 

ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan atau perkembangan 

kegiatan usaha BPRS. Kebijakan terkait penggunaan laba dan dividen  

telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan 

pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. 

2 

Faktor 2: 

Pelaksanaan 

tugas, 

tanggung 

jawab dan 

wewenang 

Direksi  3 

Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan Wewenang Direksi terhadap 

kecukupan struktur dan infrastruktur belum sepenuhnya terpenuhi 

karena Direksi baru memenuhi sebagian persyaratan selama menjabat 

namun belum terdapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi 

Kepatuhan dalam organisasi tetapi telah melakukan proses pengajuan 

ke OJK dan tinggal menunggu hasil keputusannya. Direksi sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak 

lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan 

rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, 

auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, 

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun 

terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.  

3 

Faktor 3: 

Pelaksanaan 

tugas,  

tanggung 

jawab dan 

wewenang 

Dewan 

Komisaris  3 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap 

kecukupan struktur dan  infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata 

kelola Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh persyaratan 

yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan 

ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, 

termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik 

serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui 

RUPS. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata 

tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan 

tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris 

terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib 

kerja. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi 

dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan 

memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi 
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4 

Faktor 4: 

Pelaksanaan 

tugas , 

tanggung  

jawab dan 

wewenang 

Dewan 

Pengawas 

Syariah 

3 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

berupa proses dan hasil penerapan prinsip syariah telah terlaksana 

dengan baik, tetapi secara struktur dan infrastruktur baru terpenuhi 

sebagian.  DPS telah memiliki dan menginikan pedoman dan 

tata tertib kerja anggota DPS sehingga pelaksanaan tugas dan 

pengambilan keputusan rapat DPS terlaksana dengan 

memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. DPS memiliki 

kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk 

membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat 

peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 

5 

Faktor 5: 

Kelengkapan 

dan 

pelaksanaan 

tugas Komite  

2 

Posisi 31 Desember 2025, modal inti BPRS masih berada dibawah Rp 

50 Miliar sehingga BPRS tidak wajib membentuk komite audit, komite 

pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi. 

6 

Faktor 6: 

Penanganan 

benturan 

kepentingan 

3 

Penanganan benturan kepentingan pada BPRS dilengkapi dengan 

terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai 

ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan 

cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan 

tata kelola yang cukup baik. 

7 

Faktor 7: 

Penerapan 

fungsi 

kepatuhan 
4 

Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya 

memenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan namun 

penerapan secara tata kelola sudah cukup memadai dengan adanya 

pengangkatan Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi Yang Membawahkan 

Fungsi Kepatuhan dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib 

kerja  serta  berfungsi untuk menurunkan tingkat pelanggaran 

termasuk pelanggaran prinsip syariah.  

8 

Faktor 8: 

Penerapan 

fungsi audit 

intern  

3 

Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah terpenuhi baik secara 
struktur maupun infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan 
juga cukup memadai, ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola 
yang cukup baik karena Pejabat Eksekutif yang melaksanakan 
fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah 
memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama 
menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta 
hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif 
dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan 
penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, 
utuh, dan tepat waktu. 

9 

Faktor 9: 

Penerapan 

fungsi audit 

ekstern 
2 

Penugasan audit dan kaji ulang kepada Akuntan Publik dan 
KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan namun hasil audit dan kaji ulang 
Akuntan Publik dan KAP dan management letter 
disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat 
waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian 
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permasalahan BPR Syariah 

10 

Faktor 10: 

Penerapan 

manajemen 

risiko dan 

Strategi Anti 

Fraud 

termasuk 

sistem 

pengendalian 

intern 

3 

BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera memenuhi seluruh 

persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang 

bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen 

risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk 

fungsi anti fraud serta program anti pencucian uang dan 

pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko 

dilakukan dengan cukup baik sehingga peringkat risiko 

sedang, tidak terdapat fraud, dan peringkat program anti 

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme 

rendah. Bank juga memiliki pedoman manajemen risiko, 

prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko dengan 

ruang lingkup cukup memadai dan penerapan manajemen 

risiko termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko 

pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia. 

11 

Faktor 11: 

Batas 

maksimum 

penyaluran 

dana 

4 

BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera telah memiliki kebijakan 

terkait BMPD dalam Pedoman Kebijakan namun ruang lingkupnya 

kurang memadai sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran 

dan/atau pelampauan BMPD tidak terlaksana dengan baik. 

Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak 

terkait dan/atau penyaluran dana besar hanya memenuhi 

sebagian kecil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun 

ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak 

sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap proses 

pemberian penyaluran dana sehingga penyelesaian 

pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD tidak dilakukan 

dengan baik 

12 

Faktor 12: 

Integritas 

Pelaporan 

dan Sistem 

Teknologi 

Informasi 

3 

BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan 

nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi 

manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk 

sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan 

laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan 

tepat waktu. BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan 

prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi 

informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga 

penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur. BPR Syariah melaksanakan 

transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau 

penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman 

pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan. 
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13 

Faktor 13: 

Rencana 

Bisnis BPR 

Syariah 

3 

BPRS telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui dan 

dilakukan pengawasannya oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis 

BPR Syariah telah disusun secara realistis, komprehensif, dan 

terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan 

Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan 

didukung dengan opini DPS, serta menggambarkan rencana 

strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan 

sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan 

sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam 

rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang 

ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis 

secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu namun 

demikian pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat 

permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian. 

14 Nilai 

Komposit 

3 

15 
Peringkat 

Komposit 

Peringkat komposit “ CUKUP BAIK” 

 

 
PENUTUP  

 

Demikian laporan tahunan periode tahun 2025 BPRS ini disampaikan sebagai gambaran komprehensif 

atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selama periode 

satu tahun 2025. Laporan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh seluruh stakeholder dalam 

membuat strategi dan kebijakan di masa yang akan datang. 

 

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang 

telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera. 

 

Terakhir kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera kami sampaikan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang dilakukan.  Semoga Allah 

SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita dalam upaya menumbuh kembangkan 

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menjadi bank yang sehat dan maju. 
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